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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Gambaran Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat langsung disebut sebagai tindak pidana hanya karena dianggap merugikan, melainkan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak pidana selalu berkaitan dengan asas legalitas sebagai dasar utama pemidanaan.

Secara doktrinal, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari akibat yang timbul, tetapi juga dari adanya perbuatan yang dilarang serta hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Dengan demikian, tindak pidana merupakan dasar awal untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Kepentingan hukum tersebut dapat berupa nyawa, tubuh, harta benda, kehormatan, ketertiban umum, maupun keselamatan masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kepentingan hukum yang dilindungi adalah keselamatan jiwa, kesehatan tubuh, dan keamanan pengguna jalan.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana memiliki fungsi sebagai batas bagi negara dalam menjatuhkan pidana. Negara tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila perbuatan tersebut tidak diatur sebagai tindak pidana. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.

Tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Pada kecelakaan lalu lintas, perbuatan pidana pada umumnya muncul karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pengemudi dan korban.

Dengan demikian, tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas beruntun dan menimbulkan korban meninggal dunia. Pengertian ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pengemudi dalam perkara yang ditangani Polres Batu Bara memenuhi unsur tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum pidana dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat diproses secara pidana. Tanpa terpenuhinya unsur tindak pidana, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun peristiwa tersebut menimbulkan kerugian.

Unsur pertama tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia. Hukum pidana hanya dapat menilai perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pasif. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, perbuatan manusia tampak dari tindakan pengemudi ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya, termasuk cara mengendalikan kendaraan, menjaga jarak, dan memperhatikan pengguna jalan lain.

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang. Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, rumusan yang relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur larangan dan sanksi terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka atau meninggal dunia.

Unsur ketiga adalah sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau melanggar kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Dalam lalu lintas, sifat melawan hukum dapat terlihat dari tindakan pengemudi yang tidak mengemudikan kendaraan secara wajar, tidak menjaga konsentrasi, atau tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain.

Unsur keempat adalah adanya kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang paling sering digunakan adalah kelalaian, yaitu keadaan ketika pengemudi tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Oleh karena itu, pembuktian unsur kelalaian menjadi bagian penting dalam perkara lalu lintas.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dalam penelitian ini meliputi adanya perbuatan pengemudi, adanya rumusan pidana dalam undang-undang, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan berupa kelalaian, serta adanya akibat berupa korban meninggal dunia. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang ditangani Polres Batu Bara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, bentuk kesalahan, objek yang dilindungi, dan akibat yang ditimbulkan. Pembagian jenis tindak pidana penting untuk memahami karakter suatu perbuatan dan menentukan dasar hukum yang tepat. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, jenis tindak pidana yang relevan adalah tindak pidana karena kelalaian yang menimbulkan akibat terhadap nyawa dan tubuh manusia.

Salah satu pembagian tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan umumnya dipandang sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang penting, sedangkan pelanggaran biasanya berkaitan dengan ketertiban atau aturan administratif. Dalam konteks lalu lintas, suatu pelanggaran dapat berkembang menjadi tindak pidana serius apabila menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana karena kelalaian. Tindak pidana sengaja terjadi apabila pelaku menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Sementara itu, tindak pidana karena kelalaian terjadi apabila pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi akibat itu terjadi karena kurang hati-hati atau tidak mematuhi standar kewaspadaan yang seharusnya dilakukan.

Selain itu, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Ada tindak pidana yang menimbulkan kerugian harta benda, luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Dalam kecelakaan lalu lintas beruntun, klasifikasi akibat menjadi penting karena tingkat akibat akan memengaruhi pasal yang diterapkan dan berat ringannya ancaman pidana.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, tindak pidana juga dapat dilihat sebagai tindak pidana materiil karena akibat menjadi unsur penting. Artinya, perbuatan pengemudi baru dapat dikaitkan dengan ketentuan tertentu apabila terdapat akibat yang nyata, seperti luka berat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, hubungan antara kelalaian dan akibat harus dibuktikan secara jelas.

Dengan demikian, jenis tindak pidana yang relevan dalam penelitian ini adalah tindak pidana karena kelalaian, tindak pidana yang menimbulkan akibat terhadap nyawa manusia, dan tindak pidana lalu lintas yang bersifat materiil. Klasifikasi ini penting untuk memahami posisi hukum kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Batu Bara.

4. Tindak Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas 
Tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan pengemudi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan korban atau kerugian. Tidak semua kecelakaan lalu lintas otomatis menjadi tindak pidana, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kelalaian, akibat, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pengemudi dengan akibat yang terjadi.

Dalam hukum lalu lintas, setiap pengemudi memiliki kewajiban untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Kewajiban ini menjadi standar hukum bagi setiap pengemudi di jalan raya. Apabila pengemudi melanggar standar tersebut dan menimbulkan kecelakaan, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lalu lintas.

Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena menyangkut hilangnya nyawa manusia. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya melihat adanya kecelakaan, tetapi juga menilai apakah pengemudi bertindak lalai, apakah kelalaiannya dapat dipersalahkan, dan apakah akibat meninggalnya korban merupakan akibat langsung dari kelalaian tersebut.

Kecelakaan lalu lintas beruntun memerlukan analisis yang lebih kompleks karena melibatkan beberapa kendaraan. Dalam keadaan demikian, penyidik harus menilai posisi kendaraan, arah kendaraan, titik tabrakan, jarak antarkendaraan, kecepatan, kondisi jalan, serta keterangan saksi. Semua fakta tersebut diperlukan untuk menentukan pengemudi yang paling bertanggung jawab secara pidana.

Dalam perkara yang ditangani Polres Batu Bara, dugaan tindak pidana lalu lintas dikaitkan dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil box trailer, mobil tangki, dan sepeda motor. Berkas perkara menunjukkan adanya korban meninggal dunia, korban luka, serta kerusakan kendaraan. Kondisi ini menegaskan bahwa tindak pidana lalu lintas dalam perkara tersebut harus dianalisis berdasarkan unsur kelalaian dan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas pada penelitian ini dipahami sebagai perbuatan pengemudi yang diduga lalai sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun dan korban meninggal dunia. Kajian terhadap tindak pidana ini menjadi dasar untuk menilai penerapan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas beruntun di Polres Batu Bara.
B. 
Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengertian ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki unsur peristiwa, lokasi di jalan, keterlibatan kendaraan, dan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merupakan peristiwa yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari manusia, kendaraan, jalan, maupun lingkungan. Namun dalam hukum pidana, faktor manusia sering menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan kelalaian pengemudi dalam mengendalikan kendaraan atau mematuhi aturan lalu lintas.

Dalam perspektif hukum, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai peristiwa teknis transportasi, tetapi juga sebagai peristiwa hukum. Hal ini karena kecelakaan dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, maupun tanggung jawab administratif. Oleh karena itu, setiap kecelakaan yang menimbulkan korban harus ditangani melalui prosedur hukum yang jelas.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tabrakan antarkendaraan, tabrakan kendaraan dengan pejalan kaki, kendaraan terguling, kendaraan menabrak benda tetap, atau kecelakaan beruntun. Kecelakaan beruntun memiliki karakter khusus karena melibatkan beberapa kendaraan dan rangkaian tabrakan yang saling berkaitan.

Dalam perkara Polres Batu Bara, kecelakaan yang dikaji merupakan kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi di Jalan Medan–Kisaran KM 97–98, tepatnya di Simpang Bandar Tinggi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Peristiwa ini melibatkan beberapa kendaraan dan menimbulkan korban meninggal dunia, sehingga memiliki relevansi kuat untuk dianalisis dalam perspektif hukum pidana.

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini dipahami sebagai peristiwa di jalan yang melibatkan beberapa kendaraan secara beruntun dan menimbulkan akibat berupa korban meninggal dunia. Pengertian ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana kecelakaan tersebut dikonstruksikan sebagai tindak pidana lalu lintas dalam proses penyidikan.

2. Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas 
Dasar hukum kecelakaan lalu lintas di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur lalu lintas, angkutan jalan, kewajiban pengemudi, larangan dalam berlalu lintas, serta sanksi pidana terhadap pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan.

Salah satu ketentuan penting dalam kecelakaan lalu lintas adalah kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan ini menempatkan pengemudi sebagai subjek hukum yang wajib berhati-hati selama berada di jalan. Apabila kewajiban ini dilanggar dan menimbulkan kecelakaan, maka pengemudi dapat diproses secara hukum.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila kecelakaan mengakibatkan luka berat, maka berlaku ketentuan Pasal 310 ayat (3). Apabila kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka berlaku ketentuan Pasal 310 ayat (4).

Selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proses penanganan kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara.

Dasar hukum lain yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas adalah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya, Satlantas Polres menjadi satuan yang menangani penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Dengan demikian, dasar hukum kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, KUHAP, dan Undang-Undang Kepolisian. Dasar hukum tersebut digunakan untuk menganalisis penanganan perkara kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Batu Bara.
3. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan lalu lintas menjadi kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Pembagian ini didasarkan pada tingkat kerugian, luka korban, dan akibat yang muncul dari peristiwa kecelakaan tersebut.

Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Jenis kecelakaan ini pada umumnya tidak menimbulkan korban luka, tetapi tetap dapat menimbulkan kerugian materiil. Meskipun demikian, kecelakaan ringan tetap perlu dicatat dan ditangani karena dapat berkaitan dengan tanggung jawab hukum para pihak.

Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Dalam jenis kecelakaan ini, korban masih mengalami akibat fisik, tetapi tidak sampai pada luka berat atau meninggal dunia. Penilaian terhadap luka korban biasanya memerlukan keterangan medis agar akibat yang timbul dapat dikualifikasikan secara tepat.

Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Jenis kecelakaan ini memiliki akibat hukum yang lebih serius karena menyangkut keselamatan jiwa dan tubuh manusia. Dalam perkara kecelakaan berat, penyidik harus membuktikan adanya kelalaian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pengemudi dan akibat yang terjadi.^40

Selain berdasarkan akibat, kecelakaan lalu lintas juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Ada kecelakaan tunggal, kecelakaan antara dua kendaraan, kecelakaan antara kendaraan dan pejalan kaki, serta kecelakaan beruntun. Kecelakaan beruntun merupakan kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam satu rangkaian kejadian.

Dalam penelitian ini, jenis kecelakaan yang dikaji adalah kecelakaan lalu lintas berat dan beruntun karena melibatkan beberapa kendaraan serta mengakibatkan korban meninggal dunia. Jenis kecelakaan ini membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks karena penyidik harus menentukan rangkaian benturan, posisi kendaraan, dan pengemudi yang lalai.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 
Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat berasal dari manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Faktor manusia sering menjadi faktor dominan karena berkaitan dengan perilaku pengemudi saat mengemudikan kendaraan. Pengemudi yang tidak berhati-hati, kurang konsentrasi, melanggar aturan, atau tidak mampu mengendalikan kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Faktor kendaraan juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Kendaraan yang tidak layak jalan, rem tidak berfungsi, ban aus, lampu tidak menyala, atau muatan tidak sesuai standar dapat menimbulkan bahaya di jalan. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang digunakan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Faktor jalan berperan dalam terjadinya kecelakaan apabila kondisi jalan tidak mendukung keselamatan. Jalan berlubang, tikungan tajam, kurangnya rambu, marka tidak jelas, atau penerangan yang kurang dapat memperbesar risiko kecelakaan. Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan perlu diperiksa untuk menentukan apakah faktor jalan turut berpengaruh terhadap kejadian.

Faktor lingkungan juga dapat memengaruhi terjadinya kecelakaan. Cuaca hujan, jalan licin, kabut, kepadatan lalu lintas, atau kondisi sekitar jalan dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Oleh karena itu, pengemudi wajib menyesuaikan cara mengemudi dengan kondisi lingkungan yang dihadapi.

Dalam kecelakaan lalu lintas beruntun, faktor penyebab sering kali tidak tunggal. Kecelakaan dapat terjadi karena gabungan antara kelalaian pengemudi, jarak antarkendaraan yang tidak aman, kondisi kendaraan, dan situasi jalan. Oleh karena itu, penyidik harus menilai seluruh faktor secara menyeluruh agar kesimpulan mengenai penyebab kecelakaan tidak bersifat sepihak.

Dalam perkara Polres Batu Bara, analisis terhadap faktor penyebab kecelakaan perlu memperhatikan keterangan saksi, posisi kendaraan, titik benturan, kondisi kendaraan, dan hasil olah TKP. Faktor-faktor tersebut penting untuk menentukan apakah kecelakaan beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia disebabkan oleh kelalaian pengemudi tertentu atau oleh kombinasi beberapa faktor di lapangan.
C. 
Gambaran Umum Kelalaian Pengemudi

1. Pengertian Kelalaian Pengemudi 
Kelalaian pengemudi merupakan keadaan ketika seseorang yang mengemudikan kendaraan tidak menggunakan kehati-hatian sebagaimana seharusnya dilakukan dalam berlalu lintas. Kelalaian tersebut dapat berupa kurang konsentrasi, tidak menjaga jarak aman, tidak memperhatikan kondisi jalan, atau tidak mampu mengendalikan kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan. Dalam hukum pidana, kelalaian menjadi salah satu bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila mengakibatkan kerugian atau korban jiwa.

Kelalaian berbeda dengan kesengajaan karena dalam kelalaian pelaku pada umumnya tidak menghendaki akibat yang terjadi. Namun, akibat tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku seharusnya dapat memperkirakan dan mencegah akibat tersebut dengan bertindak hati-hati. Dalam konteks lalu lintas, pengemudi wajib menyadari bahwa kendaraan bermotor merupakan alat yang dapat membahayakan orang lain apabila tidak dikendalikan secara wajar.

Dalam berlalu lintas, kelalaian pengemudi dapat dilihat dari tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengendara. Standar tersebut mencakup kewajiban menjaga konsentrasi, mematuhi rambu lalu lintas, mengatur kecepatan, menjaga jarak dengan kendaraan lain, serta memperhatikan kondisi kendaraan dan lingkungan jalan. Apabila standar ini diabaikan, maka pengemudi dapat dianggap lalai.

Kelalaian pengemudi juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan mengantisipasi situasi di jalan. Pengemudi yang berada di jalan raya harus mampu membaca keadaan, seperti kepadatan kendaraan, kendaraan yang berhenti mendadak, persimpangan, kondisi jalan licin, atau adanya kendaraan lain yang melaju dari arah berbeda. Ketidakmampuan mengantisipasi keadaan tersebut dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Kelalaian pengemudi perlu dianalisis secara lebih cermat karena kecelakaan tidak hanya melibatkan satu kendaraan. Penyidik harus menilai apakah pengemudi yang diduga lalai menjadi penyebab awal rangkaian kecelakaan atau hanya menjadi bagian dari akibat kecelakaan yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, kronologi, posisi kendaraan, dan titik benturan menjadi penting dalam menentukan bentuk kelalaian.

Dengan demikian, kelalaian pengemudi dalam penelitian ini dipahami sebagai kurangnya kehati-hatian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia. Pengertian ini menjadi dasar untuk menilai perbuatan pengemudi dalam perkara kecelakaan yang ditangani oleh Satlantas Polres Batu Bara.

2. Dasar Hukum Kelalaian Pengemudi dalam Lalu Lintas 
Dasar hukum kelalaian pengemudi dalam lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah seorang pengemudi telah bertindak hati-hati atau justru lalai.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Norma ini menjadi dasar umum dalam menilai kelalaian pengemudi, karena pengemudi yang tidak berkonsentrasi atau tidak mengemudikan kendaraan secara wajar dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akibat berupa luka berat dapat meningkatkan pertanggungjawaban pidana pengemudi apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaiannya. Oleh karena itu, unsur akibat menjadi bagian penting dalam penerapan pasal ini.

Apabila kelalaian pengemudi mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal ini menjadi ketentuan utama dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal karena mengatur ancaman pidana terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain.

Selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dasar hukum kelalaian juga dapat dikaitkan dengan konsep culpa dalam hukum pidana umum. Hukum pidana mengenal kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang berbeda dari kesengajaan, tetapi tetap dapat menjadi dasar pemidanaan apabila undang-undang mengaturnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 310 ayat (4) harus tetap memperhatikan teori kesalahan dalam hukum pidana.

Dengan demikian, dasar hukum kelalaian pengemudi dalam penelitian ini bertumpu pada Pasal 106 ayat (1), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis dugaan kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Batu Bara.

3. Unsur-Unsur Kelalaian dalam Hukum Pidana 
Unsur pertama kelalaian dalam hukum pidana adalah adanya kewajiban untuk berhati-hati. Kewajiban ini timbul karena seseorang berada dalam keadaan yang menuntutnya untuk bertindak cermat agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dalam lalu lintas, kewajiban berhati-hati melekat pada setiap pengemudi karena kendaraan yang dikemudikannya dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

Unsur kedua adalah tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Standar kehati-hatian dapat dilihat dari aturan hukum, kebiasaan berlalu lintas, keadaan jalan, dan kemampuan pengemudi untuk mengendalikan kendaraan. Apabila pengemudi tidak menjaga jarak, tidak memperhatikan arus lalu lintas, atau tidak mampu mengendalikan kendaraan, maka hal tersebut dapat menjadi petunjuk adanya kelalaian.

Unsur ketiga adalah adanya akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam kecelakaan lalu lintas, akibat tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin serius pula pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengemudi yang terbukti lalai.

Unsur keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian pengemudi dan akibat yang terjadi. Hubungan ini sangat penting dalam kecelakaan beruntun karena terdapat beberapa kendaraan dan kemungkinan adanya lebih dari satu penyebab kecelakaan. Penyidik harus menentukan apakah tindakan pengemudi tertentu benar-benar menjadi penyebab langsung atau penyebab utama terjadinya kecelakaan fatal.

Unsur kelima adalah kemampuan pengemudi untuk memperkirakan dan mencegah akibat. Seseorang dapat dianggap lalai apabila ia seharusnya dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi dan memiliki kesempatan untuk mencegahnya. Dalam berlalu lintas, pengemudi yang tidak mengurangi kecepatan di persimpangan atau tidak menjaga jarak aman dapat dianggap gagal mencegah akibat yang seharusnya dapat dihindari.

Dengan demikian, unsur kelalaian dalam penelitian ini meliputi kewajiban berhati-hati, pelanggaran standar kehati-hatian, timbulnya akibat berupa korban meninggal dunia, hubungan sebab akibat, dan kemampuan pengemudi untuk mencegah akibat. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar analisis terhadap perkara kecelakaan lalu lintas beruntun di Polres Batu Bara.

4. Bentuk-Bentuk Kelalaian Pengemudi 
Bentuk pertama kelalaian pengemudi adalah tidak menjaga konsentrasi ketika mengemudikan kendaraan. Konsentrasi merupakan syarat penting dalam berlalu lintas karena pengemudi harus memperhatikan arah jalan, kendaraan lain, rambu lalu lintas, dan kondisi sekitar. Apabila pengemudi kehilangan konsentrasi, maka risiko terjadinya kecelakaan akan semakin besar.

Bentuk kedua adalah tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Jarak aman diperlukan agar pengemudi memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk mengerem atau menghindar apabila kendaraan di depan berhenti mendadak. Dalam kecelakaan beruntun, jarak aman sering menjadi faktor penting karena tabrakan dapat merambat dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya.

Bentuk ketiga adalah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat membuat pengemudi sulit mengendalikan kendaraan, terutama di persimpangan, jalan padat, atau kondisi jalan yang berisiko. Dalam hukum lalu lintas, pengemudi wajib menyesuaikan kecepatan dengan keadaan jalan dan lalu lintas.

Bentuk keempat adalah tidak memperhatikan kondisi kendaraan. Kendaraan yang tidak laik jalan dapat menimbulkan kecelakaan, misalnya karena rem tidak berfungsi, ban aus, atau lampu tidak menyala. Pengemudi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan yang dikemudikannya berada dalam kondisi aman sebelum digunakan di jalan.

Bentuk kelima adalah tidak memperhatikan situasi lalu lintas di sekitar. Pengemudi harus mampu membaca kondisi jalan, termasuk kendaraan yang berhenti, kendaraan yang akan berbelok, pejalan kaki, atau kendaraan yang datang dari arah lain. Ketidakmampuan membaca situasi tersebut dapat menjadi bentuk kelalaian apabila kemudian menimbulkan kecelakaan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk kelalaian pengemudi dalam penelitian ini dapat berupa kurang konsentrasi, tidak menjaga jarak aman, tidak mengatur kecepatan, tidak memperhatikan kondisi kendaraan, dan tidak mengantisipasi situasi lalu lintas. Bentuk-bentuk ini penting untuk menilai tindakan pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang ditangani oleh Polres Batu Bara.
D. 
Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat dipahami sebagai perbuatan pengguna jalan yang tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya. Dalam konteks pengemudi, pelanggaran lalu lintas biasanya terjadi ketika seseorang tidak mematuhi rambu, marka jalan, batas kecepatan, kewajiban membawa surat kendaraan, atau tidak mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh kehati-hatian.

Pelanggaran lalu lintas pada dasarnya tidak selalu menimbulkan kecelakaan, tetapi pelanggaran tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Misalnya, pengemudi yang tidak fokus, tidak memperhatikan kondisi sekitar, atau mengabaikan keselamatan pejalan kaki dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas perlu dipahami sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dari standar keselamatan berlalu lintas.

Dalam hukum lalu lintas, pelanggaran tidak hanya dilihat dari akibat yang muncul, tetapi juga dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum pengemudi. Seorang pengemudi wajib mengemudikan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka pengemudi dapat dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas juga memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin rendah kesadaran pengemudi untuk mematuhi aturan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelanggaran di jalan. Karena itu, pelanggaran lalu lintas tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan, disiplin, dan tanggung jawab setiap pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan berlalu lintas dan berpotensi membahayakan keselamatan. Dalam penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas, pembahasan tentang pelanggaran lalu lintas penting karena dapat membantu menjelaskan apakah kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi atau karena faktor lain di luar kendali pengemudi.

2. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Dasar hukum utama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas agar berjalan aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap pengguna jalan memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku selama berada di jalan.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pengemudi tidak boleh mengemudi secara sembarangan, karena kendaraan bermotor dapat menimbulkan bahaya apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar penilaian adanya kelalaian pengemudi.

Selain itu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur larangan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan nyawa atau barang. Ketentuan ini penting karena pelanggaran lalu lintas tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum yang serius.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaian pengemudi, dasar hukum yang paling sering digunakan adalah Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, baik yang menimbulkan kerugian materiil, luka ringan, luka berat, maupun korban meninggal dunia.

Selain UU LLAJ, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru juga mengatur perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan dalam KUHP baru dapat menjadi rujukan umum mengenai kelalaian, sedangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas, UU LLAJ tetap menjadi aturan khusus karena secara langsung mengatur perbuatan pengemudi di jalan.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Bentuk pelanggaran lalu lintas dapat berupa tidak mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, atau isyarat pengatur lalu lintas. Pelanggaran seperti ini sering dianggap sederhana, tetapi dapat menimbulkan akibat yang serius apabila dilakukan di jalan yang ramai atau di titik rawan kecelakaan. Rambu dan marka jalan dibuat bukan hanya untuk mengatur arus kendaraan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas juga dapat berupa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tidak wajar. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, cuaca, arus lalu lintas, dan keberadaan pengguna jalan lain. Apabila pengemudi memaksakan kecepatan tanpa memperhatikan kondisi sekitar, maka risiko kecelakaan akan semakin besar.

Bentuk pelanggaran lainnya adalah tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki atau pengguna jalan yang lebih rentan. Dalam lalu lintas, pejalan kaki termasuk pihak yang harus diperhatikan keselamatannya karena tidak memiliki perlindungan fisik seperti pengendara kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pengemudi yang tidak memperhatikan keberadaan pejalan kaki dapat dinilai tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian.

Pelanggaran lalu lintas juga dapat terjadi ketika pengemudi tidak menjaga konsentrasi saat mengemudi. Konsentrasi sangat penting karena pengemudi harus memperhatikan arah kendaraan, kondisi jalan, kendaraan lain, pejalan kaki, serta kemungkinan bahaya yang muncul secara tiba-tiba. Ketika pengemudi lalai atau tidak fokus, maka kendaraan yang dikemudikan dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Selain itu, pelanggaran lalu lintas dapat berupa tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Kendaraan yang digunakan di jalan harus berada dalam kondisi yang layak agar tidak membahayakan pengguna jalan. Apabila kendaraan tidak laik jalan dan tetap dipaksakan digunakan, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan.

4. Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Bentuk Kelalaian Pengemudi

Pelanggaran lalu lintas dapat menjadi salah satu bentuk kelalaian pengemudi apabila pelanggaran tersebut menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan. Dalam hukum pidana, kelalaian terjadi ketika seseorang tidak melakukan kewajiban berhati-hati sebagaimana seharusnya, padahal akibat dari perbuatannya dapat diperkirakan. Dalam lalu lintas, kewajiban berhati-hati menjadi sangat penting karena kesalahan kecil dapat menimbulkan korban.

Kelalaian pengemudi dapat terlihat dari tindakan tidak memperhatikan kondisi jalan, tidak melihat keadaan di sekitar kendaraan, atau tidak memperhitungkan keberadaan pengguna jalan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak selalu harus berupa tindakan melawan aturan secara terang-terangan, tetapi juga dapat berupa sikap tidak cermat dalam mengendalikan kendaraan.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas menjadi penting untuk dianalisis karena dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pengemudi dan akibat yang terjadi. Apabila pengemudi tidak berhati-hati lalu kecelakaan terjadi dan menimbulkan korban, maka pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban pidana.

Pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk kelalaian juga perlu dibedakan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Jika pengemudi secara sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan, maka dasar hukumnya dapat berbeda dengan kelalaian.
 Namun, jika pengemudi tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, maka perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kealpaan atau kelalaian.

Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas dapat menjadi dasar untuk menilai kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas.
 Pelanggaran lalu lintas perlu dihubungkan dengan fakta putusan, terutama mengenai cara terdakwa mengemudikan kendaraan, kondisi jalan, posisi korban, barang bukti, serta pertimbangan hakim dalam menentukan apakah unsur kelalaian telah terbukti.
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